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Meni nbang :

bahwa untuk kepentingan kewaspadaan nasional dalam pertahanan
negara, ketertiban unmum khusus untuk nencegah gangguan terhadap
kehi dupan ekonom nasyarakat didaerah-daerah yang berada dal am
keadaan perang, masih perlu diadakan peraturan untuk nencegah
adanya penogokan dan/atau penutupan (lock-out) di perusahaan-
per usahaan, |awatan-jawatan dan badan-badan yang vital; bahwa
disanping itu perlu tetap diadakan kemungki nan untuk menyal urkan
tuntutan-tuntutan nereka yang bersangkutan dengan perusahaan

j awat an atau badan yang vital tadi;

Mengi ngat :

1. Keput usan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan
No. 3 Tahun 1960;

2. Pasal - pasal 3 ayat (1), 6la, 41 angka 2 dan 3, 47 ayat (2), 48
dan 58 Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 23
tahun 1959 (Lenbaran Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan
Bahaya

Mengi ngat pul a :
1. Undang- undang No. 22 tahun 1957 (Lenbaran-Negara tahun 1957
No. 42) tentang penyel esai an perselisi han perburuhan;

2. a. Peraturan Penerintah No. 8 tahun 1952 (Lenbaran-Negara
tahun 1952 No. 13) sebagainmana tel ah diubah/ditanbah
kenudi an, tentang penberhentian dari jabatan Negeri
sanbil nmenunggu keputusan |lebih lanjut bagi pegawai
Negeri Sipil;

b. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1952 (Lenbaran- Negara
tahun 1952 No. 16) sebagainmana tel ah diubah/ditanbah
kermudi an, tentang hukuman jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Menmut uskan:

Pertana : Mencabut Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepal a
Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/06/1958 tangga
17 April 1958 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat
Kepal a Staf Angkatan Laut No. Z. 1/1/8 tanggal 16
April 1958.

Kedua : Dengan nmenbat al kan semnmua ket ent uan yang
ber t ent angan dengan Peraturan ini.

Menet apkan: Peraturan tentang pencegahan penogokan dan/atau



penut upan (1 ock-out) di per usahaan- per usahaan,
j awat an-j awat an dan badan-badan yang vital.

Pasal 1.

Yang di maksudkan dengan

a. penogokan dal am Peraturan ini, ialah dengan sengaj a nel al ai kan
atau nenol ak nel akukan pekerjaan atau mneski pun di peri ntahkan
dengan sah enggan nenjalankan atau |anbat nenjal ankan
pekerjaan yang harus dil akukan ol eh karena perjanjian (baik
yang tertulis naupun yang dengan |isan) atau yang harus
di j al ankan karena jabatan itu.

b. Penut upan (| ock-out) dalam Peraturan ini, ialah dengan sengaj a
bert ent angan dengan perjanjian (baik yang tertulis maupun yang
dengan lisan) atau nenberi Kkerja, nerintangi dijalankannya
pekerjaan itu.

Pasal 2.

Bar angsi apa nel akukan atau turut nel akukan penogokan atau
penut upan (| ock-out) diperusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan
badan- badan yang dengan keput usan Penguasa Perang di nyat akan vital,
di hukum dengan hukuman seperti yang di maksudkan dal am pasal 48
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959
(Lenbaran-Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya, ial ah
hukuman kurungan sel ama-1amanya satu tahun atau denda setinggi-
tingginya |ima pul uh ribu rupiah.

Pasal 3.
D hukum dengan hukuman yang sana seperti di maksudkan dal am
pasal 2 Peraturan ini, barangsiapa nenberi kesenpatan atau
nmemanci ng, nengaj ak, nmenganj ur kan, nmenghasut, menyur uh

nmeneri ntahkan atau nenaksa dil akukannya penogokan atau penutupan
(1 ock-out) di perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan
yang dengan keputusan Penguasa Perang di nyatakan vital.

Pasal 4.

Bar ang- barang yang di pergunakan untuk mewj udkan atau yang
ber hubungan dengan atau yang diperoleh dari tindak pidana yang
t ersebut dal am pasal 2 atau pasal 3 Peraturan ini dapat disita atau
di rusak hingga tidak dapat di pakai |agi.

Pasal 5.

Tindak pidana yang tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3
Peraturan ini, sebagaimana yang sudah ditentukan dalam pasal 58
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959
(Lenbaran-Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya, adal ah
t er masuk pel anggar an.

Pasal 6.



Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
ini, maka:

i

a per at ur an- peraturan yang ada tentang penyel esai an perselisi han
per bur uhan;

b. peraturan-peraturan yang ada tentang penberhentian atau
penber henti an senmentara dari pekerjaan/jabatan negeri dan

C. per at ur an- peraturan yang ada tentang hukunman jabatan pegawai

negeri, tetap berl aku.
Pasal 7.

Peraturan ini tidak nmenutup kemungki nan penyal uran tuntutan
nmer eka yang ber sangkut an dengan perusahaan, jawatan atau badan yang
dengan keputusan Penguasa Perang dinyatakan vital. Penyaluran itu
di sel enggar akan nel al ui Penguasa Perang yang ber sangkut an.

Pasal 8.

Keput usan- keputusan tentang pernyataan vital atas sesuatu
per usahaan, jawatan atau badan yang telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No.
Prt/ Peperpu/ 06/ 1958 tanggal 17 April 1958 dan Peraturan Penguasa
Perang Pusat Kepala Angkatan Laut No. Z. 1/1/8 tanggal 16 April
1958 yang pada saat pengundangan Peraturan ini masih berlaku dan
di mana perusahaan, jawatan atau badan itu pada waktu ini berada
di daerah yang berada dal am keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan
perang, tetap berlaku nenurut Peraturan ini.

Pasal 9.

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berada dal am
keadaan bahaya dengan tingkat an keadaan perang.

Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya
setiap orang dapat nengetahuinya, nmeneri nt ahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penenpatan dalam Lenbaran-Negara Republik
| ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juni 1960.
Presi den/ Pangl i ma Terti nggi
Angkat an Perang Republik | ndonesi a.

SCEKARNG

D undangkan di Jakarta Juni 1960
pada tanggal 17 Juni 1960

sel aku Penguasa Perang
Tertinggi, Menteri Kehaki man,



SAHARDIQ

PENJELASAN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTI NG
No. 4 TAHUN 1960
t ent ang
PENCEGAHAN PEMOGOKAN DAN/ ATAU PENUTUPAN (LOCK- QUT) DI PERUSAHAAN-
PERUSAHAAN, JAVWATAN- JAWATAN DAN BADAN- BADAN YANG VI TAL.

Sungguhpun hak nopgok adal ah hak azasi yang patut kita hormati,
namun dem ki an, itu tidak nenutup kenmungkinan akan penbatasan hak
tersebut atau pencabutannya untuk senentara waktu, |ebih-Iebih
apabila Negara dalam keadaan bahaya (vide pasal 41 angka 2
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959,
Lenbaran-Negara 1959 No. 139 tentang Keadaan Bahaya), dem
kepenti ngan keamanan dan ketertiban unmum Satu sama lain
ber dasar kan hukum t at anegara darurat (staatsnoodrecht).

Dal am keadaan nmasyarakat yang tidak normal lagi, sedang
keamanan dan ketertiban unum sangat nudah dapat diganggu ol eh
peristiwa-peristiwa yang |angsung nerupakan gangguan terhadap
kel ancaran jal annya perekonom an ( perusahaan-perusahaan dan | ain-
I ai n) atau terhadap kelancaran penyel enggaaaan adm ni strasi
pernerintahan, maka sungguh perlu dan dapat di pertanggungj anabkan
pul a penbatasan kenungki nan akan penogokan dan/ atau "l ock-out"
di perusahaan- per usahaan, jawatan-jawatan, badan yang vital.

Sebagai dasar hukum peraturan tentang pencegahan penogokan dan
"l ock-out" diatas, ialah pasal 41 angka 2 dan 3 juncto pasal 48 dan
58 juncto pasal 3 ayat (1) Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran-Negara 1959 No. 139) tentang
Keadaan Bahaya.

Dengan peraturan  yang mel ar ang nogok dan penut upan
di perusahaan- per usahaan, jawatan-jawatan, badan-badan yang vital
itu tidak dimksudkan untuk menutup kenmungki nan akan penyal uran
tuntutan-tuntutan dal am | apangan perburuhan (bai k dari buruh maupun
dari pihak mgjikan) dan penyel esaian perburuhan vyang tinbul.
Penyal uran dan penyel esaian ternmaksud ialah nenurut peraturan-
peraturan yang berlaku (kini Undang-undang No. 22 tahun 1957.
Sel anj utnya vide pasal 7 juncto pasal 6 peraturan ini).

Pun penyel esai an secara hukum pi dana, berdasarkan peraturan
ini, tidak menbekukan penyel esaian secara hukum tatausaha negara
t er hadap pegawai negeri yang nel anggar peraturan ini (vide pasal 6
peraturan ini).

Perlu diperhatikan bahwa dengan peraturan ini belum juga
t erdapat perusahan/jawat an/badan yang vital, sebelum Penguasa
Perang yang bersangkutan nenyatakan dengan keputusan tersendir
suatu perusahaan, jawatan, atau badan sebagai vital berdasarkan
peraturan tersebut. Baru sesudah pernyataan ternmaksud, ketentuan-
ket entuan pidana sebagai yang disebut dalam pasal 2 dan pasal 3
dapat di per| akukan.

Per usahaan/ j awat an/ badan yang vital menurut peraturan ini,
i al ah perusahaan dan |ain sebagainya yang oleh Penguasa Perang
di nyatakan vital. Pernyataan vital itu berdasarkan kepada peranan



masi ng- masi ng per usahaan/j awat an/ badan dal am kehi dupan nasyar akat,
terutama di pandang dari sudut keamanan dan ketertiban unmum

Sel anj ut nya Penguasa Per ang yang nmenyat akan suatu
per usahaan/ j awat an/ badan sebagai vital itu harus nengi ndahkan
ket entuan dal am pasal 41 angka 2 Peraturan Penerintah Pengganti
Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran-Negara 1959 No. 139)
t ent ang Keadaan Bahaya.

Unt uk nenudahkan Penguasa- penguasa Perang dal am nenentukan
sesuatu perusahaan dan |ain sebagainya sebagai vital, dirasakan
perlu nenberikan instruksi tersendiri (yaitu yang telah disinggung
di atas) dengan contoh-contoh, sekedar sebagai pedoman disanping
peraturan ini.

Ancaman hukuman kurungan setinggi-tingginya satu tahun atau
hukuman denda setinggi-tingginya lima ribu rupiah (vide pasal 2 dan
3) adalah sesuai dengan Kketentuan dalam pasal 48 Peraturan
Penerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran-
Negara No. 139) tentang Keadaan Bahaya, sedang kenungki nan akan
persitaan barang yang bersangkutan dan sebagainya (vide pasal 4)
ber dasar kan ketentuan dal am pasal 47 ayat (2) Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran-Negara 1959 No.
139) tentang Keadaan Bahaya.

Kwal i fi kasi tindak pidana ternaksud dalam pasal 2 dan 3
sebagai " pel anggar an” berdasarkan ketentuan dalam pasal 58
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959
(Lenbar an- Negara No. 139) tentang Keadaan Bahaya.

Kutipan: LEVMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG
Sunber : LN 1960/ 77, TLN NO 2014



